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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tari klasik Gaya Mangkunegaran hingga saat ini hanya beberapa yang 

masuk dalam daftar perlindungan warisan budaya tak benda, banyak tari klasik 

gaya Mangkunegaran yang belum didaftarkan ke dalam hak cipta karena 

banyaknya kendala-kendala yang dihadapi  pura Mangkunegaran itu sendiri dan 

pemerintah setempat yaitu Kota Surakarta, kota Surakarta yang di dalamnya 

terdapat 2 kerajaan pemangku budaya ialah Keraton Kasunanan Surakarta dan 

Pura Mangkunegaran sebagai simbol identitas kota Surakarta. masing-masing 

Kerajaan ini memiliki karakteristik masing-masing dalam kebudayaannya, kota 

Surakarta sebagai pemerintahan yang menaungi kedua Kerajaan tersebut perlu 

memperhatikan perlindungan hak cipta terutama hak ekonomi bagi para pegiat 

seni di lingkungan keraton dan kebudayaan klasik, kebudayaan klasik terutama 

tari dilindungi dalam HKI (Hak Kekayaan Intelektual) merupakan hak yang 

muncul dari pemikiran manusia yang menghasilkan produk atau metode yang 

bermanfaat bagi masyarakat. HKI adalah hak untuk secara ekonomis 

mendapatkan keuntungan dari hasil kreativitas intelektual, sebagai ciptaan yang 

bersumber dari kemampuan berpikir manusia. Kekayaan intelektual seorang 

inovator mencakup kekayaan yang berasal dari dalam dirinya, yang terwujud 

dalam bentuk karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.1 

 
1 Arif, M. (2002). PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN HAK ATAS KEKAYAAN 

INTELEKTUAL SEBAGAI STRATEGI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN. Jurnal 

Pengabdian Kepada Masyarakat, 8(29), 43-51. 
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Seiring waktu, karya yang dihasilkan oleh individu atau kelompok yang berhasil 

menciptakan seni tersebut perlu dilindungi dan memiliki hak cipta, agar dapat 

memberikan kehidupan yang pantas bagi para penciptanya.2 Berdasarkan 

kepemilikannya, hak atas kekayaan intelektual dapat dibedakan menjadi dua 

kategori, yaitu hak yang bersifat individu dan hak yang bersifat kolektif. Hak 

individu merujuk pada hak-hak yang menjadi milik seorang individu secara 

eksklusif. Perlindungan yang diberikan untuk hak individu mencakup Hak Cipta, 

Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit 

Terpadu, serta Varietas Tanaman. Sementara itu, hak yang bersifat kolektif 

berarti hak tersebut dimiliki oleh kelompok masyarakat tertentu dan biasanya 

diwariskan secara turun-temurun. Hak kolektif mencakup perlindungan terhadap 

Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Indikasi Geografis atau 

Indikasi Asal, serta Sumber Daya Genetik.   

Peraturan mengenai perlindungan kekayaan komunal diatur dalam 

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data 

Kekayaan Intelektual Komunal. HKI diidentifikasi sebagai hak yang berkaitan 

dengan kekayaan atas hasil ciptaan, karena HKI menghasilkan karya intelektual 

yang terdiri dari pengetahuan, seni, dan teknologi sastra. Untuk menciptakan 

karya-karya ini, diperlukan investasi dalam bentuk tenaga, biaya, waktu, dan 

pemikiran. Dengan adanya upaya dan pengorbanan dalam waktu, tenaga, dan 

pemikiran tersebut, maka hasil intelektual tersebut tentunya memiliki nilai yang 

 
2 Emma Valentina Teresha Senewe, 2015, Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam 

Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah, Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum Volume 2 Nomor 

2 Tahun 2015 Edisi Oktober, Hlm. 12 
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signifikan. Posisi hak individu harus dipahami dalam konteks bahwa individu 

merupakan elemen yang tak terpisahkan dari komunitasnya.3 Hak seorang 

individu harus diletakkan dalam kerangka berpikir bahwa individu adalah bagian 

tidak terpisahkan dari masyarakatnya.4 

Dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa misi negara adalah untuk 

menjaga seluruh rakyat yang merupakan tumpah darah Indonesia dan 

meningkatkan kesejahteraan bersama. Mengacu pada tujuan negara tersebut, 

sudah selayaknya bagi negara untuk melindungi dan berusaha meningkatkan 

kesejahteraan umum, yang juga mencakup perlindungan atas pengetahuan dan 

budaya tradisional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.5 Menurut Pasal 1 angka 

1 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa 

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk 

nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.”, dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan ” Pencipta adalah 

seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama 

menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.” Sedangkan dalam 

 
3 Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2005, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya. Hukum. 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 31 

4 gus Sardjono, 2010, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Bandung: PT 

Alumni, Hlm. 16. 

5 Ahmad Ubbe, Laporan Tim Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum Kebudayaan Daerah, 

2009, hlm. 3 
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Pasal 1 angka 3 “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu 

pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, 

pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan 

dalam bentuk nyata.” Sebagai suatu karya seni tradisional yang telah 

berlangsung secara turun temurun, maka perlindungan Hak Cipta atas karya 

tradisional suatu daerah akan dipegang oleh negara sebagaimana diatur dalam 

Pasa1 10 ayat 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu: 

”Negara memegang Hak Cipta atas folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang 

menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, 

kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya”.  

Peran pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 28 tahun 

2014 tentang Hak Cipta yaitu diharapkan memberikan suatu perlindungan 

hukum bagi karya seni tradisional dengan model-model cara melindungi 

berdasarkan Undang-undang yang berlaku, Undang-Undang no 5 tahun 2017 

juga memberikan bentuk perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional 

melalui dengan data-data kekayaan sendiri yang dapat mengeksplorasi melalui 

media-media seperti internet, sehingga masyarakat bisa mengetahui asal muasal 

daerah atau tempat pelestariannya, ahlinya, maestronya dan guru yang dapat 

didatangi untuk melakukan belajar terhadap seni tradisional tersebut, sehingga 

hal-hal tersebut merupakan salah satu bentuk cara melindungi6. Tempat pelestari 

 
6 Abdul Atsar, 2007, Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional 

Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat DitinjauDari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 

Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, jurnal 

Law Reform, Volume 13, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hal. 294. 
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budaya klasik yang masih eksis sampai sekarang salah satunya adalah Kota 

Surakarta yang berada di Provinsi Jawa Tengah. 

Surakarta, juga dikenal sebagai Solo, merupakan salah satu kota di 

Provinsi Jawa Tengah, terkenal dengan semboyannya The Spirit of Java yang 

mencerminkan jiwa Jawa. Kota ini memiliki reputasi kuat sebagai pusat 

pelestarian budaya Jawa yang hingga kini masih eksis, hal ini terlihat dari 

keberadaan Keraton Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegaran. Budaya 

adalah elemen penting yang tak terpisahkan dari Surakarta. Pelestarian budaya 

sangat bergantung pada kontribusi Keraton Kasunanan Surakarta dan Pura 

Mangkunegaran. Keraton dan Pura ini adalah salah satu dari sedikit kerajaan 

yang masih terpelihara di Indonesia. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, 

Sunan dan Adipati yang berperan sebagai raja yang berkuasa di dalam Keraton 

atau Pura, juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga budaya yang ada di 

Surakarta.  

Pura Mangkunegaran yang berada di Kota Surakarta sebelum berdirinya 

Republik Indonesia merupakan sebuah pusat ke pemerintahan kadipaten yang 

terbentuk pada tahun 1757. Kadipaten Mangkunegaran didirikan oleh R.M. Said 

atau yang lebih dikenal dengan Pangeran Sambernyawa. R.M. Said adalah putra 

Pangeran Arya Mangkunegara (Putra Amangkurat IV) , yang lahir pada 7 April 

1726. Kadipaten Mangkunegaran berdiri berkat perjuangan R.M. Said melawan 

Belanda, Susuhunan Paku Buwana II, dan Pangeran Mangkubumi (Sri Sultan 

Hamengku Buwana I). Perlawanan itu berlanjut ketika Surakarta di bawah 

pemerintahan Susuhunan Paku Buwana III. Perlawanan berakhir setelah 
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perjanjian Salatiga menetapkan R.M. Said sebagai Adipati dengan gelar 

K.G.P.A.A. (Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya) Mangkunagaro I.7 Berkat 

adanya perjanjian tersebut membagi kebudayaan Surakarta dan Mangkunegaran. 

Awal bentuk gaya tari yang digunakan di Mangkunegaran adalah tari gaya 

Surakarta, karena kekuasaannya berada di bawah Kasunanan Surakarta. Topeng 

Sekar Taji merupakan tari klasik Gaya Mangkunegaran. Gendhing Tari Topeng 

Sekar Taji disusun oleh KRT. Sri Hartono dan gerak tarinya disusun oleh R.Ngt. 

Umi Setyararas pada tahun 1980 di era KGPAA. Mangkunagoro IX. 

Mangkunegaran sebagai dinasti baru memiliki konsep tersendiri dalam 

menjalankan roda pemerintahan. Kedudukan Mangkunegaran sebagai 

Kadipaten memiliki kekuasaan terbatas, namun keterbatasan ini tidak 

mempengaruhi pola kehidupan seni dan budayanya. Usaha untuk melestarikan 

seni budaya peninggalan leluhur masih terus dilakukan, secara 

berkesinambungan. Hal ini tampak dalam Prasetya (Janji) Kerabat 

Mangkunegaran, seperti yang tertulis dalam surat keputusan bersama 

Pengageng Pura Mangkunegaran dan Himpunan Kerabat Mangkunegaran.8 

Kebudayaan yang dirawat oleh Puro Mangkunegaran salah satu aspeknya adalah 

seni tari. Di Puro Mangkunegaran, tari menempati posisi yang signifikan. Seni 

tari tidak boleh dianggap sepele dan tidak bisa diperlakukan dengan 

sembarangan, sehingga sering kali dilihat sebagai warisan yang memiliki makna 

 
7 (Pakempalan Pengarang Serat ing Mangkunagaran dan Kamajaya, 1993:248–49) 

8 Widyastutieningrum, S. R. (2018). Suyati Tarwo Sumosutargio Maestro Tari Gaya 

Mangkunegaran. ISI Press. 
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sakral. Ada dua kategori tari yang berkembang di Puro Mangkunegaran, yaitu 

tari yang bersifat duniawi dan yang bersifat suci. Tari duniawi adalah jenis tarian 

yang tidak mengandung elemen keagamaan, bisa diciptakan oleh siapa saja, 

ditampilkan di berbagai tempat, bisa direproduksi secara komersial, dan 

memungkinkan untuk ada perubahan dalam aransemen. Sementara itu, tari suci 

adalah tari yang secara langsung diciptakan oleh Kanjeng Gusti Mangkunagoro 

dan memiliki nilai ritual, sehingga hanya diperbolehkan ditampilkan di Puro 

Mangkunegaran, dalam acara khusus, tidak bisa dijadikan komoditas, dan tidak 

diizinkan untuk diubah atau diaransemen. Puro Mangkunegaran sebagai pusat 

pengembangan budaya memisahkan kedua jenis tari ini agar tujuan dan 

kesakralan tari tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

Seni Tari merupakan salah satu cakupan perlindungan Hak Cipta 

berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Huruf (e) UUHC 2014. Perlindungan seni tari yang 

dimiliki individu mendapatkan perlindungan hukum secara otomatis sebagai 

konsekuensi dari objek perlindungan Hak Cipta yang memang diperoleh 

berdasarkan prinsip deklaratif. Dalam lingkup Hak Cipta, proses administrasi 

dalam pendataan ciptaan dinamakan dengan Permohonan Pencatatan. 

Pencatatan hak cipta dimaksudkan pula sebagai bukti otentik yang sangat 

berperan dalam pembuktian awal (prima facie) di pengadilan, sehingga lebih 

baik apabila hak cipta tersebut dicatatkan. Pencatatan Hak Cipta dapat 

mendatangkan banyak manfaat dan kemudahan bagi pencipta maupun 
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pemegang hak cipta. 9 Pelindungan yang dilakukan Puro Mangkunegaran 

bertujuan untuk menjaga otentitas tarian, khususnya untuk Gaya 

Mangkunegaran sendiri, dengan cara mempertahankan semua gerakan tari yang 

ada dalam rangkaian tarian tersebut, tidak menggunakan tari di luar Puro 

Mangkunegaran tanpa izin, menampilkan pada waktu-waktu tertentu, serta tidak 

mengubah atau mengaransemen tarian tersebut. Ketentuan ini merupakan hak 

milik Puro Mangkunegaran. Hal ini diperkuat dalam UUHC yang mencakup 

aturan tentang hak moral bagi pencipta untuk merevisi karya mereka, namun 

juga memberikan kesempatan kepada pencipta untuk tidak merubah atau 

melestarikan keaslian ciptaannya. Misi Puro Mangkunegaran untuk menjaga 

keaslian tari dalam fungsi menjaga warisan leluhur dan sebagai fungsi ritual juga 

ikut dilindungi oleh negara dalam bentuk UUHC. Puro Mangkunegaran yang 

dikenal sebagai salah satu pecahan Keraton pelestari dari budaya Jawa juga harus 

mendapatkan kepastian perlindungan hukum atas kekayaan budaya yang 

dimiliki. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti 

secara mendalam yang kemudian dituangkan dalam karya ilmiah Tesis dengan 

judul “EFEKTIFITAS PERLINDUNGAN HAK EKONOMI TERHADAP 

HAK CIPTA KARYA SENI TARI KLASIK DI PURO 

MANGKUNEGARAN SURAKARTA : STUDI KASUS TARI TOPENG 

SEKAR TAJI ” 

 
9 Herningrum, Lulu Retno. PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP “PUSAKA” TARI KARATON 

KASULTANAN NGAYOGYAKARTA DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 28 TAHUN 

2014 TENTANG HAK CIPTA. Diss. UAJY, 2019. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hak Ekonomi Tari Topeng Sekar Taji 

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 

2. Apa Peran Istana Mangkunegaran Sebagai Pemangku kepentingan Budaya 

Berdasarkan Kerangka Hukum Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 4 Tahun 

2018 dalam Melindungi Tari Topeng Sekar Taji  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah dijelaskan maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perlindungan Hak Ekonomi Tari Topeng 

Sekar Taji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 

b. Untuk mengetahui Apa Peran Istana Mangkunegaran Berdasarkan 

Peraturan Daerah dalam Melindungi Tari Topeng Sekar Taji 

2. Manfaat Penelitian  

Manfaat dilakukan penelitian ini yaitu: 

a. Manfaat Teoritis 

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu 

pengetahuan hukum di bidang hukum kekayaan intelektual terkhusus 

dibidang Hak Cipta. 
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b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah solusi atas 

permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap seni tari klasik di 

Puro Mangkunegaran Surakarta sebagai objek perlindungan Hak Cipta. 

D. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

 

Perlindungan terhadap Hak Cipta diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karya seni tari diklasifikasikan menjadi tiga 

jenis, yang meliputi seni tari Tradisional Klasik Kraton, seni tari Tradisional 

Kerakyatan, dan seni tari Kreasi Baru atau Kontemporer. Karya cipta tradisional 

dalam kerangka hukum hak cipta dikenal sebagai Ekspresi Budaya Tradisional 

(EBT), yang merupakan warisan budaya berharga, memiliki nilai yang tinggi 

dan sangat berarti secara ekonomi. Salah satu entitas yang dilindungi dalam 

Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta 

Pemerintah Pencipta 

Perlindungan 
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Hak Cipta Hak Ekonomi 
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ranah Hak Cipta adalah Tari Tradisional Klasik. Dari hal ini, suatu karya bisa 

mendapatkan perlindungan hukum secara otomatis yang dikenal dengan istilah 

Hak Cipta. Tari Tradisional didefinisikan sebagai bentuk tarian yang telah 

melalui proses koreografi yang baku, serta mengalami kulturasi atau peralihan 

budaya dalam waktu yang cukup panjang, berlandaskan pola tradisi atau 

kebiasaan dari para leluhur. Pengolahan tari tersebut bersifat sebagai pewarisan 

budaya yang disampaikan dari generasi ke generasi.10 Kebudayaan Jawa banyak 

mengenal simbol-simbol yang diwujudkan dalam berbagai bentuk, salah satunya 

adalah melalui Seni Tari11, Seni tari klasik bentuk perlindungannya terdapat di 

dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 31 ayat (1) poin a dan Pasal 12 dalam Undang-

Undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, dengan beradanya Undang-

Undang yang berlaku maka wujud peraturannya sudah terakomodir dalam 

Undang- Undang tersebut. Puro Mangkunegaran merupakan salah satu tempat 

pengembangan kebudayaan klasik yang di antaranya adalah tari, tari yang 

dipelihara oleh Puro Mangkunegaran adalah hasil penciptaan Sri Paduka 

Mangkunagoro yang bersifat profan ataupun sakral, jenis tari profan antara lain 

adalah tari Lawung, tari Wireng, dan tari Gambyong. Sedangkan jenis tari sakral 

adalah tari Bedhaya dan tari Serimpi. 

Puro Mangkunegaran sebagai tempat pelestari kebudayaan jawa Gaya 

Mangkunegaran diantaranya adalah tari perlu mendapatkan suatu bentuk 

 
10 Rahmida Setiawati, 2008, Seni Tari Jilid 2, Jakarta : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah 

Kejuruan, hal 166 

11 Putri, Rimasari Pramesthi, Wahyu Lestari, and Sri Iswidayati. "Relevansi gerak tari bedaya 

suryasumirat sebagai ekspresi simbolik wanita jawa." Catharsis 4.1 (2015). 



 

12 
 

perlindungan hukum atas Hak cipta yang dimana diatur dalam pasal 40 Undang-

undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelindungan Hukum Menurut 

Philipus M. Hadjon adalah pelindungan akan harkat dan martabat, serta 

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum 

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan 12. Preventif dan 

Represif merupakan dua bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh 

negara, kedua perlindungan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu 

melindungi hak cipta atas tari klasik yang berada di Puro Mangkunegaran yaitu 

mencegah terjadinya suatu sengketa dan bilamana jika suatu ketika terdapat 

suatu kasus sengketa terhadap tari klasik Gaya Mangkunegaran pihak Puro 

Mangkunegaran dapat mampu menyelesaikan terhadap kasus tersebut, karena 

aturan tersebut terdapat di dalam aturan Undang-Undang. 

Perlindungan hukum terkait dengan hak ekonomi juga menjadi salah satu 

faktor utama dari banyaknya perlindungan atau kepastian hak asasi yang 

diberikan kepada setiap orang yang memiliki keterkaitan dari hak kekayaan 

intelektual keterkaitan dengan perlindungan Tari Gaya Klasik Gaya 

Mangkunegara. Hal ini kemudian juga menjadi pemerhatian khusus mengingat 

sedikitnya sektor yang memperhatikan akan hak ekonomi dari setiap orang yang 

berkecimpung pada seni dunia Tari di Indonesia, semestinya mereka juga 

memiliki hak yang sama yang patut untuk diperhitungkan dan diperhatikan 

selayaknya hak-hak lain yang ada pada sektor yang lain. 

 
12 Philipus M. Hadjon, 1987, Pelindungan Bagi Rakyat di Indonesia, Penerbit PT.Bina Ilmu, 

Surabaya,hlm.1-2. 
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Puro Mangkunegaran yang masih memelihara tari tradisional terutama tari 

klasik khas Mangkunegaran secara turun temurun sebagaimana yang telah 

tercantum dalam peraturan perundang-undangan diatas. Tari klasik gaya 

mangkunegaran yang dipelihara oleh Puro Mangkunegaran harus mendapatkan 

perlindungan hukum berupa Hak Cipta dengan melalui pemerintah kebudayaan 

setempat dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan, berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah Republik Indonesia, 

Dengan demikian Tari Klasik Gaya Mangkunegaran akan mendapatkan 

perlindungan hukum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. 

E. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Metode Pendekatan  

Metode pendekatan yang di gunakan peneliti adalah metode pendekatan 

yuridis empiris yaitu dengan cara pendekatan dengan melihat sesuatu 

kenyataan hukum di dalam masyarakat,13 disebut pula penelitian hukum 

sosiologis atau penelitian lapangan.14 Penelitian hukum empiris merupakan 

penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis 

bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yang termanifestasi ke dalam 

perilaku hukum masyarakat15 Melalui pendekatan ini hukum tidak hanya 

 
13 Zainudin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarts : Sinar Gravika, hal.105 

14 Suratman & Philips Dhilah, 2004, Metode Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

Hal. 101 

15 Bachtiar, 2019, Metode Penelitian Hukum, Tangerang: UNPAM PRESS, Hal. 62 
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dikaji dari aspek normatif tetapi hukum juga perlu dikaji tentang bagaimana 

implementasinya di masyarakat.16 Dalam penelitian ini peneliti melakukan 

pendekatan secara langsung dan terjun langsung ke lapangan terhadap 

masalah baik dari perspektif perundang-undangan maupun praktik di 

masyarakat, dan mengetahui sefektivitas bekerjanya hukum di dalam 

masyarakat. 

2. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bersifat pemaparan dan 

bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang 

berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala hukum yang ada, atau 

peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.17 Dalam 

pelaksanaan, pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan seleksi data 

yang dianggap representatif secara operasional.18 Dalam penelitian ini penulis 

akan mendeskripsikan mengenai perlindungan hak ekonomi Tari Klasik di 

Puro Mangkunegaran Surakarta. 

3.  Lokasi Penelitian  

Penulis mengambil lokasi penelitian di Puro Mangkunegaran, 

Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. 

 

 
16 Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2016, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Depok: 

Prenada Media Group, Hal. 149 

17 Abdulkadir Muhammad, 2004, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 49 

18 Beni Ahmad Saebani, 2009, Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV Pustaka Setia, hal 57-58 
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4. Sumber data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung, peneliti akan terjun 

ke lapangan dari sumbernya, baik melalui observasi wawancara, maupun 

laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh 

peneliti.19 Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berasal 

dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam 

pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.20 Dalam 

penelitian ini peneliti akan memperoleh data melalui wawancara terhadap 

Dinas Kebudayaan setempat, Pengageng Langen Praja Puro 

Mangkuenagarn, Maestro tari Puro Mangkungaran, dan Seniman tari di 

Puro Mangkunegaran Surakarta. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder atau yang dikenal dengan data kepustakaan atau yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan 

dengan objek penelitian di dalam data sekunder terdapat bahan hukum : 

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berbentuk perundang-

undangan, catatan-catatan resmi, aturan-aturan yang memiliki keterkaitan 

dengan hak kekayaan intelektual. Dalam penelitian ini peneliti mengambil 

bahan hukum primer antara lain: 

 
19 Zainudin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarts : Sinar Gravika, hal.105 

20 Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, Hlm. 

181. 
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A. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang 

digantikan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak 

Cipta. 

B. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan 

Kebudayaan. 

C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1989 

Tanggal 14 Januari 1989 tentang Penterjemah dan/atau 

Perbanyakan Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu 

Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan. 

D. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 13 Tahun 2017 

tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal. 

E. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-

HV.03.01 Tahun 1987 tanggal 26 Oktober 1987 tentang 

Pendaftaran Ciptaan. 

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum sebagai penopang 

penjelas bahan hukum primer yang berupa hasil karya ilmiah sarjana, 

tulisan ilmiah, buku-buku hukum, jurnal hukum serta artikel literatur yang 

memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. 

5. Metode Pengumpulan data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data 

sebagai berikut: 

  a. Studi Kepustakaan 

Data kepustakaan digunakan untuk mendapatkan sebuah bahan 

berupa data sekunder, dengan cara memperoleh melalui penelitian 
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kepustakaan yang bersumber daripada buku-buku, peraturan perundang-

undangan, publikasi, dokumen resmi dan hasil penelitian.21 Yang 

berkaitan dengan objek penelitian. 

 b. Studi Lapangan 

Studi lapangan digunakan untuk memperoleh data primer. Dalam 

penelitian ini penulis mendapatkan data primer melalui proses wawancara 

bersama para pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian. 

6. Metode Analisis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif 

yaitu data yang berdasarkan pemahaman secara mendalam terhadap objek 

dengan memadukan antara penelitian Field Research dengan Library 

Research yang telah diperoleh dan diolah 

 
21 Ibid, hal. 107 


